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ABSTRACT 

This study aims to explore the legal protection provided to victims of terrorism 

in Indonesia, considering its broad impact on individuals and society. Using a 

normative juridical method, the study analyzes regulations such as Law No. 5 

of 2018 and Law No. 13 of 2006, along with relevant legal concepts. The 

findings indicate that while legal protection includes compensation, restitution, 

and rehabilitation, its implementation faces challenges in legal, policy, and 

institutional coordination aspects. This study contributes by identifying key 

obstacles in regulatory enforcement and proposing strategies to enhance the 
effectiveness of legal protection through optimized law enforcement 

mechanisms. The study's limitation lies in its focus on normative analysis 

without an in-depth empirical examination. Its originality stems from a 

comprehensive evaluation of the effectiveness of existing regulations and 

strategic recommendations to improve protection for terrorism victims. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk perlindungan hukum bagi 

korban kejahatan terorisme di Indonesia, mengingat dampaknya yang luas 

terhadap individu dan masyarakat. Dengan metode yuridis normatif, penelitian 

ini menganalisis regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 serta konsep hukum terkait. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum mencakup 

kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, implementasinya masih menghadapi 

kendala dalam aspek hukum, kebijakan, dan koordinasi antar lembaga. Studi 

ini berkontribusi dengan mengidentifikasi hambatan utama dalam pelaksanaan 

regulasi dan menawarkan strategi peningkatan efektivitas perlindungan hukum 

melalui optimalisasi mekanisme penegakan hukum. Keterbatasan penelitian ini 

terletak pada cakupan analisis yang berfokus pada aspek normatif tanpa kajian 

empiris mendalam. Originalitas penelitian ini terletak pada evaluasi 

komprehensif terhadap efektivitas regulasi yang ada serta usulan strategis 

untuk meningkatkan perlindungan bagi korban terorisme. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Terorisme, Kompensasi, Restitusi, 

Rehabilitasi. 
 

 

A. PENDAHULUAN 

Kejahatan terorisme termasuk dalam kategori extraordinary crime yang memiliki 

dampak luas dan kompleks tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi 

juga oleh masyarakat secara umum (Irwanti et al., 2023). Terorisme menimbulkan rasa 

takut, ketidakpastian, serta ancaman terhadap stabilitas sosial, politik, dan ekonomi 
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(Nurdiansyah et al., 2023). Para korban tindak pidana terorisme sering mengalami 

penderitaan yang sangat berat, baik secara fisik, psikologis, maupun material. Namun, 

upaya perlindungan hukum bagi korban di Indonesia masih menghadapi berbagai 

hambatan. Hambatan tersebut mencakup aspek hukum, kebijakan, serta implementasi di 

lapangan yang belum maksimal (Subagyo, 2021). Meskipun regulasi seperti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah 

diterbitkan, penerapannya sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Hal ini 

mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada dan 

pelaksanaannya dalam kenyataan. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dan 

memahami bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan kepada korban kejahatan 

terorisme di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini mengeksplorasi implementasi 

regulasi yang ada serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan 

hukum tersebut (Gani, 2021). Fokus utama penelitian mencakup analisis terhadap 

mekanisme pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang diatur dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan (Korengkeng, 2022). Selain itu, penelitian ini 

bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas 

perlindungan hukum bagi korban terorisme, termasuk melalui penguatan kerja sama 

antar lembaga terkait dan optimalisasi mekanisme penegakan hukum.   

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan 

pada analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang relevan (Hidayat, 

2023). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar masalah yang menghambat 

optimalisasi implementasi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme dan 

merumuskan solusi berdasarkan kerangka hukum serta kebijakan yang berlaku (Andalas 

et al., 2022). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bentuk 

perlindungan hukum yang tersedia bagi korban kejahatan terorisme di Indonesia, seperti 

kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkap kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban serta 

menyusun langkah strategis guna meningkatkan efektivitasnya.   

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain sebagai kontribusi 

akademis dalam pengembangan kajian hukum terkait perlindungan korban terorisme 

serta sebagai referensi bagi pemerintah, pembuat kebijakan, dan lembaga terkait untuk 

menyempurnakan mekanisme perlindungan hukum (Ratri & Wahyudi, 2024). Selain itu, 

penelitian ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya perlindungan hukum bagi korban, sehingga tercipta solidaritas yang lebih 

kuat dalam menghadapi ancaman terorisme (Putra & Yusa, 2020).  

Dalam konteks hukum pidana, perlindungan terhadap korban tindak pidana 

merupakan salah satu elemen penting yang sering kali terabaikan (Bakry et al., 2021). 

Sebagai kejahatan luar biasa, tindak pidana terorisme memerlukan pendekatan yang 
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komprehensif, tidak hanya dalam penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga dalam 

memberikan pemulihan bagi korban. Kajian teoritik mengenai perlindungan hukum bagi 

korban mencakup beberapa aspek, antara lain kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi 

(Widodo et al., 2022). Berdasarkan teori pemulihan korban, kompensasi, restitusi, dan 

rehabilitasi merupakan tiga pilar utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi 

korban. Kompensasi diberikan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab atas 

ketidakmampuan pelaku untuk mengganti kerugian korban. Restitusi merupakan 

penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Rehabilitasi, di sisi 

lain, bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban agar dapat 

kembali menjalani kehidupan secara normal (Fitriani et al., 2018). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban, korban tindak pidana memiliki hak untuk memperoleh perlindungan 

hukum, layanan bantuan medis, rehabilitasi psikososial, serta kompensasi atau restitusi. 

Sementara itu, dalam konteks tindak pidana terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2018 turut mengatur mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi kepada para 

korban. Namun, pelaksanaan hak-hak ini sering kali terhambat oleh berbagai kendala, 

seperti birokrasi yang kompleks dan kurangnya pemahaman korban tentang hak-hak 

mereka (Albert, 2024). Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada pemulihan 

korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi antara keduanya (Ahmad et al., 2023). 

Dalam konteks tindak pidana terorisme, pendekatan ini dapat diadaptasi untuk 

memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum, sehingga 

kebutuhan dan harapan mereka dapat lebih diakomodasi. 

Kajian teoritik menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait perlindungan 

korban telah ada, implementasinya di Indonesia masih menghadapi banyak kendala 

(Hamzani et al., 2023). Beberapa kendala utama meliputi koordinasi antar lembaga yang 

kurang efektif, keterbatasan anggaran, serta kurangnya mekanisme pemantauan dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban (Lampatta et al., 2024). 

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi korban tindak pidana 

terorisme dan pentingnya perlindungan hukum yang efektif, harapannya penelitian ini 

dapat berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat sistem perlindungan hukum di 

Indonesia. Melalui analisis mendalam terhadap regulasi yang ada dan implementasinya, 

serta usulan langkah-langkah strategis untuk perbaikan, penelitian ini bertujuan untuk 

mendorong terciptanya keadilan bagi korban tindak pidana terorisme, sekaligus 

memperkuat upaya pemberantasan terorisme di Indonesia. 

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga 

terkait, dan masyarakat dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang responsif, 

inklusif, dan efektif. Hal ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa hak-hak 

korban terlindungi secara optimal, sekaligus mendorong terciptanya rasa keadilan dan 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. 
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B. METODE 

Penggunaan metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini yaitu 

berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan serta konsep hukum yang relevan 

(Potulski, 2020). Desain penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban 

kejahatan terorisme, sekaligus mengevaluasi implementasi regulasi yang berlaku 

(Zainuddin & Karina, 2023).   

Ruang lingkup penelitian mencakup kajian terhadap regulasi yang berkaitan 

dengan perlindungan korban tindak pidana terorisme di Indonesia, seperti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain 

itu, penelitian ini juga menelaah peran lembaga-lembaga terkait, termasuk Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), aparat penegak hukum, dan pemerintah, dalam 

upaya memberikan perlindungan hukum kepada korban.   

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, meliputi 

pengumpulan data sekunder dari sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan, 

literatur hukum, laporan resmi, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan (Xirera et 

al., 2021). Instrumen penelitian dikembangkan melalui kajian sistematis terhadap 

regulasi dan kebijakan untuk memastikan data yang diperoleh mencakup seluruh aspek 

penting dalam perlindungan hukum bagi korban terorisme.   

Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan 

deskriptif-analitis (Braun & Clarke, 2021). Analisis ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, mengungkap 

berbagai hambatan yang dihadapi, serta menyusun rekomendasi strategis guna 

meningkatkan perlindungan hukum bagi korban (Birjali et al., 2021). Temuan dari studi 

dokumen diintegrasikan dengan teori-teori hukum yang relevan untuk memberikan 

pemahaman yang holistik terhadap isu yang diteliti. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme 

Hukum pidana di Indonesia menjamin perlindungan bagi korban kejahatan 

terorisme sebagai bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak dasar 

manusia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Perlindungan ini menjadi krusial mengingat dampak luas dari aksi 

terorisme, yang mencakup kerugian material maupun non-material, serta mengancam 

keberadaan korban secara fisik, mental, dan sosial. Dalam konteks ini, hukum pidana 

Indonesia tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga 

mengedepankan pemulihan korban sebagai bagian dari pendekatan keadilan 
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restoratif. Pendekatan tersebut menitikberatkan pada upaya rehabilitasi dan 

reintegrasi sosial korban ke dalam masyarakat.   

Kerangka hukum untuk melindungi korban terorisme di Indonesia didasarkan 

pada berbagai undang-undang yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi dasar utama 

dalam penanganan kasus terorisme (Zanubiya & Triadi, 2024). Undang-undang ini 

tidak hanya mengatur pemberian sanksi kepada pelaku tetapi juga memberikan hak 

kepada korban untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental serta kompensasi 

atas kerugian yang mereka alami. Pasal 8 undang-undang tersebut menjelaskan hak 

korban untuk memperoleh perlindungan dan perhatian khusus dari negara, sementara 

Pasal 10 mewajibkan pemerintah menyediakan bantuan berupa rehabilitasi, 

reintegrasi sosial, dan kompensasi yang layak.   

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban memberikan landasan hukum tambahan yang penting. Undang-undang 

ini mengatur hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, 

layanan kesehatan, serta dukungan hukum. Pelaksanaan undang-undang ini berada di 

bawah tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang 

memberikan bantuan fisik, psikologis, hukum, dan kompensasi bagi korban tindak 

pidana terorisme.   

Selain regulasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memainkan 

peran strategis dalam mengoordinasikan upaya penanggulangan terorisme, termasuk 

perlindungan bagi korban. BNPT bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk 

instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah, untuk memberikan dukungan 

kepada korban. Berdasarkan laporan tahunan BNPT tahun 2021, tercatat lebih dari 

50 serangan terorisme yang mengakibatkan korban luka-luka dan meninggal dunia. 

Meski upaya perlindungan telah dilakukan, tantangan dalam implementasi 

perlindungan bagi korban masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. 

LPSK, yang memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan dan 

rehabilitasi bagi korban terorisme, mencatat bahwa lebih dari 600 korban terorisme 

menerima kompensasi dan rehabilitasi psikologis pada tahun 2021 (Rompas, 2022). 

Program rehabilitasi ini meliputi konseling psikologis, yang bertujuan untuk 

mengurangi dampak trauma yang diakibatkan oleh kejadian terorisme. Namun, 

meskipun telah ada upaya dari lembaga-lembaga ini, berbagai masalah tetap muncul, 

salah satunya adalah prosedur administratif yang rumit dalam memperoleh 

kompensasi dan perlindungan bagi korban terorisme. 

Prosedur administratif yang rumit dan birokratis sering kali menjadi penghalang 

bagi korban untuk segera mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Hal ini 

seringkali terjadi dalam berbagai kasus terorisme di Indonesia. Sebagai contoh, pada 

kasus bom Jakarta tahun 2016, seperti yang dikemukakan oleh Sinaga & Nasution 

(2016) banyak korban yang melaporkan bahwa mereka kesulitan dalam mengakses 
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bantuan karena prosedur administratif yang berbelit-belit. Para korban harus melalui 

berbagai tahap verifikasi dokumen yang memakan waktu cukup lama, bahkan 

terkadang korban harus mengunjungi beberapa instansi untuk mendapatkan 

informasi yang lebih jelas mengenai proses klaim kompensasi. Beberapa korban 

mengeluhkan bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan tepat waktu karena 

kesulitan dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan, atau ketidaksesuaian antara 

informasi yang diberikan oleh berbagai lembaga yang terlibat. 

Studi kasus lain oleh Andalas et al. (2022) menunjukkan rumitnya prosedur 

administratif adalah peristiwa bom Bali 2002. Ledakan bom Bali yang menewaskan 

lebih dari 200 orang dan melukai ratusan lainnya menjadi salah satu tragedi 

terorisme terbesar dalam sejarah Indonesia. Banyak keluarga korban dan korban 

yang selamat melaporkan adanya kesulitan dalam mendapatkan kompensasi dari 

pemerintah. Proses klaim yang panjang dan penuh birokrasi menjadi tantangan besar 

bagi mereka. Mereka harus mengisi berbagai formulir dan mengikuti sejumlah 

verifikasi yang memakan waktu. Bahkan, beberapa korban mengungkapkan bahwa 

mereka harus berjuang untuk mendapatkan bantuan dengan cara menuntut hak 

mereka melalui jalur hukum. Salah satu korban bom Bali menyatakan bahwa 

meskipun mereka telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, mereka harus 

menunggu hampir satu tahun untuk menerima kompensasi yang dijanjikan. 

Pada tahun 2020, laporan dari LPSK mengungkapkan bahwa 70% korban 

terorisme melaporkan kesulitan dalam mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi 

yang memadai. Salah satu studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Keamanan dan 

Terorisme (PSKT) juga menyoroti bahwa korban terorisme sering kali mengalami 

kesulitan dalam menavigasi sistem administrasi yang ada. Misalnya, korban 

terorisme harus menghadap ke berbagai lembaga pemerintah yang berbeda untuk 

memenuhi persyaratan yang berbeda pula. Hal ini tidak hanya menambah beban 

psikologis korban, tetapi juga memperlambat proses pemulihan mereka. Dari sisi 

pemerintah, meskipun anggaran untuk perlindungan korban terorisme cukup besar, 

pada kenyataannya, banyak korban yang merasa bahwa bantuan yang mereka terima 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang mereka. 

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan dalam memberikan 

perlindungan yang efektif. Pembiayaan untuk program-program perlindungan sering 

kali tidak mencukupi. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) 2022, pemerintah mengalokasikan sekitar 500 miliar rupiah untuk program 

rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban terorisme. Namun, meskipun ada 

anggaran tersebut, jumlah korban yang membutuhkan bantuan jauh lebih banyak, 

dan sering kali program yang ada tidak mampu menjangkau seluruh korban dengan 

tepat waktu dan memadai. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih untuk 

meningkatkan anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk perlindungan 

korban terorisme. 
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Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, perlu adanya peningkatan 

koordinasi antara lembaga pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan terorisme 

dan perlindungan korban (Umam & Arifin, 2022). Koordinasi yang lebih baik antar 

lembaga pemerintah dan antara pemerintah dengan organisasi non-pemerintah sangat 

penting untuk mengatasi prosedur yang rumit dan mempercepat distribusi bantuan 

bagi korban terorisme. Upaya untuk memperbaiki prosedur administratif dan 

meningkatkan transparansi dalam proses klaim kompensasi harus menjadi fokus 

utama agar korban terorisme dapat merasakan manfaat dari perlindungan yang 

dijanjikan oleh negara. 

Rehabilitasi jangka panjang, terutama dalam hal dukungan psikologis, juga perlu 

diperkuat. Banyak korban terorisme yang mengalami trauma psikologis yang 

mendalam akibat kejadian tersebut. Tanpa dukungan psikologis yang memadai, 

korban tidak akan dapat sepenuhnya pulih dan kembali berfungsi secara normal 

dalam masyarakat (Ratri & Wahyudi, 2024). Oleh karena itu, penting untuk 

menyediakan layanan konseling dan dukungan jangka panjang bagi korban 

terorisme. 

Pada akhirnya, meskipun hukum pidana Indonesia telah memberikan dasar 

hukum yang kuat untuk perlindungan korban terorisme, masih ada banyak hal yang 

perlu diperbaiki dalam pelaksanaannya. Prosedur administratif yang rumit, 

keterbatasan sumber daya, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal, 

menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Oleh karena itu, pembaharuan dalam 

sistem administratif dan peningkatan anggaran untuk perlindungan korban terorisme 

sangat diperlukan. Negara harus hadir lebih aktif dalam memberikan perlindungan 

kepada korban terorisme agar mereka bisa pulih, kembali berfungsi di masyarakat, 

dan menjalani kehidupan yang lebih baik. 

2. Jenis Perlindungan Hukum Kepada Korban Tindak Pidana Terorisme 

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana terorisme 

merupakan bagian integral dari tanggung jawab negara dalam menjaga keselamatan 

dan kesejahteraan warga negaranya. Cita-cita luhur yang tercantum dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti 

melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menciptakan ketertiban dunia yang berdasar 

pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, menuntut negara untuk 

memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan korban terorisme. Perlindungan 

ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. 

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi 

warganya dari ancaman terorisme yang dapat memengaruhi ketertiban dan keamanan 

nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang merupakan perubahan dari 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme, memberikan dasar hukum yang jelas mengenai perlindungan terhadap 
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korban terorisme. Pasal 35A ayat (1) dalam undang-undang ini menegaskan bahwa 

negara bertanggung jawab atas perlindungan korban terorisme, yang menunjukkan 

kewajiban negara dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi mereka 

yang terdampak. 

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban terorisme sangat 

beragam, termasuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan 

untuk keluarga korban yang meninggal, serta kompensasi (Magistri, 2020). Bantuan 

medis, sebagai langkah awal penanganan, sangat penting untuk mengatasi dampak 

fisik akibat terorisme. Korban yang menderita luka parah memerlukan perawatan 

intensif, pengobatan, dan tindakan medis lainnya untuk pemulihan. Bagi korban yang 

meninggal dunia, bantuan medis juga meliputi pengurusan jenazah dan pemakaman 

yang layak. Negara, melalui lembaga terkait, memiliki tanggung jawab untuk 

memastikan bantuan medis diberikan secara cepat dan tepat. 

Selain bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis menjadi aspek yang 

sangat penting dalam pemulihan korban terorisme (Wijaya & Purwadi, 2018). 

Tindak pidana terorisme tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga 

menimbulkan dampak psikologis yang dalam. Korban sering kali mengalami trauma 

yang berlarut-larut, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan pasca-trauma (PTSD). 

Oleh karena itu, negara harus memberikan bantuan psikososial yang meliputi 

dukungan sosial dan emosional bagi korban, yang dapat mencakup pemenuhan 

kebutuhan dasar mereka, seperti tempat tinggal, pangan, dan pekerjaan. Selain itu, 

rehabilitasi psikologis yang melibatkan psikolog atau terapis profesional juga sangat 

diperlukan untuk membantu korban mengatasi trauma yang mereka alami (Putra & 

Yusa, 2020). Bantuan psikologis ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan mental 

korban dan membantu mereka untuk kembali menjalani kehidupan secara normal. 

Selanjutnya santunan bagi keluarga korban yang meninggal dunia merupakan 

bentuk perlindungan hukum yang sangat penting terutama bagi keluarga yang 

kehilangan pencari nafkah (Hidayat, 2023). Terorisme seringkali merenggut nyawa 

banyak orang, dan keluarga yang ditinggalkan harus diberikan bantuan untuk 

mengatasi beban ekonomi yang muncul setelah kehilangan tersebut. Santunan ini 

bisa berupa bantuan keuangan untuk biaya pemakaman, serta bantuan finansial 

lainnya untuk kelangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, negara 

juga dapat memberikan bantuan berupa pelatihan keterampilan atau pemberian 

pekerjaan kepada anggota keluarga yang kehilangan pencari nafkah agar mereka 

dapat mandiri secara ekonomi. 

Kompensasi bagi korban terorisme juga menjadi bagian dari perlindungan 

hukum yang sangat penting. Kompensasi ini dapat berupa uang atau bentuk non-

uang, seperti pemberian beasiswa untuk anak-anak korban atau bantuan dalam 

memperoleh pekerjaan. Negara harus memastikan bahwa kompensasi yang diberikan 

sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami oleh korban, baik secara fisik, 
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psikologis, maupun sosial. Pemberian kompensasi yang tepat akan membantu korban 

untuk memulai kembali kehidupan mereka, meskipun tidak akan bisa sepenuhnya 

menggantikan penderitaan yang telah mereka alami. Namun, kompensasi ini adalah 

bentuk pengakuan negara terhadap kerugian yang diderita oleh korban dan sebagai 

langkah awal untuk membantu mereka pulih (Mantiri et al., 2023). 

Perlindungan hukum bagi korban terorisme juga melibatkan aspek perlindungan 

hukum dan keamanan yang harus diberikan kepada korban dalam proses hukum 

(Andini & Harningtyas, 2024). Negara harus memastikan bahwa korban terorisme 

memiliki akses yang adil terhadap sistem peradilan, tanpa ada ancaman atau 

intimidasi dari pelaku terorisme. Salah satu langkah penting dalam hal ini adalah 

memberikan perlindungan kepada saksi dan korban agar mereka dapat memberikan 

keterangan di pengadilan tanpa rasa takut akan pembalasan. Perlindungan hukum ini 

melibatkan pengamanan fisik bagi korban dan saksi, serta dukungan hukum yang 

memadai agar mereka dapat mengikuti proses hukum dengan rasa aman. 

Namun, meskipun telah ada dasar hukum yang jelas, implementasi perlindungan 

hukum bagi korban terorisme masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu 

tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk menjalankan 

program perlindungan tersebut. Pembiayaan yang terbatas dan kurangnya koordinasi 

antar lembaga pemerintah yang terlibat dalam perlindungan korban sering kali 

menjadi hambatan dalam memberikan bantuan yang cepat dan efektif. Selain itu, 

prosedur administratif yang rumit juga menjadi kendala bagi korban dalam 

mengakses bantuan. Proses yang panjang dan kompleks dapat membuat korban 

merasa frustasi dan kesulitan untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan 

(Korengkeng, 2022). 

Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah yang terlibat 

dalam penanggulangan terorisme dan perlindungan korban harus terus diperbaiki. 

Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap korban dapat menerima 

perlindungan yang sesuai dengan kebutuhannya, baik dari segi medis, psikologis, 

maupun sosial. Dengan memperbaiki koordinasi ini, negara dapat lebih efektif dalam 

memberikan perlindungan kepada korban terorisme. 

Negara Indonesia memikul tanggung jawab besar dalam memberikan 

perlindungan hukum kepada korban tindak pidana terorisme. Berbagai bentuk 

perlindungan yang disediakan, seperti bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan 

psikologis, santunan untuk keluarga korban yang meninggal, serta kompensasi, 

merupakan langkah penting untuk memastikan pemulihan korban baik secara fisik, 

mental, maupun sosial. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, upaya 

berkelanjutan dari negara dan lembaga terkait diharapkan dapat memperkuat 

perlindungan hukum dan membantu korban terorisme untuk kembali melanjutkan 

hidup mereka dengan lebih baik (Meidina et al., 2024). 
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D. SIMPULAN 

Hukum pidana di Indonesia memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi 

korban tindak pidana terorisme melalui berbagai ketentuan yang menjamin hak mereka 

atas keamanan, rehabilitasi, kompensasi, dan akses keadilan. Undang-Undang 

Pemberantasan Terorisme serta lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban (LPSK) berperan penting dalam memastikan perlindungan fisik dan psikologis 

korban, serta memberikan dukungan sosial dan ekonomi guna mengurangi dampak 

kejahatan tersebut. Negara menyediakan bantuan medis dan psikologis untuk membantu 

pemulihan korban, serta kompensasi finansial dalam bentuk bantuan langsung dan 

dukungan jangka panjang seperti beasiswa bagi anak-anak korban. Selain itu, 

rehabilitasi sosial dan ekonomi, termasuk bantuan pekerjaan dan pelatihan 

keterampilan, bertujuan untuk memulihkan kemandirian korban sehingga mereka dapat 

kembali berfungsi dalam masyarakat.   

 Meskipun berbagai bentuk perlindungan telah diatur dalam hukum, tantangan 

dalam implementasi masih terjadi, seperti akses bantuan yang lambat akibat prosedur 

administratif yang rumit, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi antarlembaga yang 

belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang lebih efisien agar bantuan 

medis, psikologis, dan kompensasi dapat diterima tanpa hambatan yang berarti. Selain 

itu, program rehabilitasi perlu dikembangkan secara lebih komprehensif dengan 

pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi agar 

korban dapat pulih sepenuhnya. Kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, 

dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan setiap korban terorisme mendapatkan 

perlindungan dan pemulihan yang layak, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan 

yang lebih baik serta memperoleh keadilan yang diharapkan. 
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